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LEMBARAN-NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 42, 1969. PENSIUN-PEGAWAL PENSIUN-DJANDA/DUDA
PEGAWAIL Undang-undang No. 11 tahun 1969 ten-
tang Pensiun Pegawal dan Pensiun-djanda/duda
Pegawai (Pendjelasan dalam Tambahan ELembaran-
Negara No. 28506).

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu menetapkan peraturan tentang
pemberian pensiun-pegawai dan pensiun-dja.nda./duda sebagal
djaminan hari tua dan penghargaan atas djasa-djasa dalam
dinas Pemerintah kepada pegawai negeri, jang sesuai dengan
ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian
No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263).

Mengingat
1. Pasal 5 ajat (1), pasall 20 ajat (1) dan pasal 27 Undang-
undang Dasar 1945;
9. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun
1961 No. 263);
Dengan persetudjuan Dewan Perwakilun Rakjat Gotong
Rojong;
Memutuskan:

Dengan mentjabut Undang-undang No. 20 tahun 1952 (Lem-
paran-Negara tahun 1952 No. 74) dan membatalkan gegala
peraturan jang bertentangan dengan Undang-undang ini;

Menetapkan: Undang-undang tentang Pensiun-pegawal dan
pensiwn Djanda/Duda Pegawai.

i
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Pasal 1.
Tentang sifat pensiun.

Pensiun-pegawai dan pensiun-djanda/duda menurut Undang
undang ini diberikan sebagai djaminan hari tua dan sebagnl
penghargaan atas djasa-djasa pegawai negeri selama bertahun
tahun bekerdja dalam dinas Pemerintah.

Pasal 2.
Tentang pembiajaan pensiun.

Pensiun-pegawai, pensiun-djanda/duda dan tundjangan-tun
djangan serta bantuan-bantuan diatas pemsiun jang dapat di
berikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang:
undang ini:

a. Bagi pegawai negeri/bekas pegawai megeri jang terachir
gsebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau meninggnl
dunia, berhak menerima gadji atas beban Anggaran Pen
dapatan dan Belandja Negara, mendjelang pembentukan dan
penjelenggaraan suatu Dana Pensiun jang akan diatur
dengan Peraturan Pemerintah; dibiajai sepenuhnja oleh
Negara, sedangkan pengeluaran-pengeluran untuk pembi-
ajaan itu dibebankan atas anggaran termaksud;

b. Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri jang tidak ter-
masuk huruf a diatas ini, dibiajai oleh suatu dana pensiun

jang dibentuk dengan dan penjelenggaraannja diatur dengan -

Peraturan Pemerintah.

Pasal 3.

Arti heberapa istilah.

Jang dimaksudkan dengan:

a. Pegawai negeri, jalah pegawaj negeri menurut ketentuan
pasal 1 ajat (1) Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18
tahun 1961 (Lembaran-Negara tabun 1961 No. 263), ketjual
anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia;

b. Djanda, jalah isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri
atau pencrima pensiun-pegawai jang meninggal dunia;

¢. Duda, jalah suami jang sah menurut hukum dari pegawai
negeri wanita atau penerima pensiun-pegawai wanita, jang
meninggal dunia dan tidak mempunjai isteri lain;
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d. Anak, jalah anak kandung jang sah atau anak kandung/anak
jang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai
negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun-djanda/
duda;

¢, Orang tua, jalah ajah kandung dan/atau ibu kandung pe-
gawai negeri.

Pasal 4.

Jang dimaksud dengan tewas, jalah:

a. Meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas
kewadjibannja; '

b. Meninggal dunia dalam keadaan lain jang ada hubungannja
dengan dinasnja sehingga kematian itu disamakan dengan
meninggal dunia dalam dan/atau karena mendjalankan
kewadjibannja; : :

¢. Meninggal dunia jang langsung diakibatkan karena luka-luka
maupun tjatjad rochani atau djasmani jang didapat dalam
hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas;

d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir jang tidak
bertanggung-djawab ataupun sebagai akibat dari tindakan
terhadap anasir-anasir itu. ‘

Pasal 5.
Tentang dasar pensiun.

Dasar pensiun jang dipakai untuk menentukan besarnja pen-
slun, ialah gadji pokok (termasuk gadji pokok tambahan dan/
atau gadji pokok tambahan peralihan) terachir sebulan jang
berhak diterima oleh pegawai jang berkepentingan berdasarkan
peraturan gadji jang berlaku baginja.

Pasal 6.
Tentang masa kerdja.

(1) Masa-kerdja jang dihitung untuk menetapkan hak dan
besarmja pensiun untuk selandjutnja disebut masa-kerdja untuk

* pensiun jalah:

a. Waktu bekerdja sebagai Pegawai Negeri;

b, Waktu bekerdja sebagai anggota A.B.R.1.;

¢. Waktu bekerdja sebagai tenaga bulanan/harian dengan me-
nerima penghasilan dari Anggaran Negara atau Anggaran
Perusahaan Negara, Bank Negara;
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d, Masa selama mendjalankan kewadjiban berbakti nebupsi
peladjar dalam Pemerintah Republik Indonesia pada mans

perdjuangan phisik;
e. Masa berdjuang sebagai Veteran Pembela Kemerdelknnn

f. Masa berdjuang sebagai Veteran Pedjuang Kemerdekann,

g. Waktu bekerdja sebagai pegawai pada sekolah pariilels
bersubsidi.

(2) Waktu bekerdja sebagai pegawai negeri pada I'onw
rintah Republik Indonesia dahulu jang dialami antara tanggal {f
Agustus 1945 dan 1 Djanuari 1950, dan masa termaksud burut
d dan f ajat (1) pasal ini, dihitung 2 (dua) kali sebagai maua
kerdja untuk pensiun.

(3) Waktu mendjalankan suatu kewadjiban Negara dnlsin
kedudukan lain dari pada sebagai pegawai negeri, dihituny
penuh apabila jang bersangkutan pada saat pemberhentianyja
sebagai pegawai negeri telah bekerdja sebagai pegawai noger
sekurang-kurangnja selama 5 (lima) tahun.

(4) Waktu bekerdja dalam kedudukan lain dari pada jang
disebut pada ajat (1) dan (3) pasal ini dalam hal-hal tertentu
dapat dihitung untuk sebagian atau penuh sebagai masa-kerd s
untuk pensiun.

Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini diatur dengan TIvr
aturan Pemerintah.

(5) Dalam perhitungan masa-kerdja, maka petjahan bulsn
dibulatkan kcatas mendjadi sebulan penuh.

Pasal 7.
Jang herhak memberi pensiun.

(1) Pemberian pensiun-pegawai, pensiun-djanda/duda dam
bagian pensiun-djanda ditetapkan oleh pedjabat jang berhuk
memberhentikan pecgawai jang bersangkutan, dibawah peng-
awasan dam ‘koordinasi Kepala Kantor Urusan Pegawal,

(2) Selama pedjabat jang berhak memberhentikan pegawal
jang bersangkutan belum dapat melaksanakan tugas sesuai

‘dengan ajat (1) tersebut diatas, tugas ini dilakukan oleh Kepala

Kantor Urusan Pegawai.
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Pasal 8.

Tundjangan keluarga, tundjangan kemahalan dan lain-iain
tund jangane.

: i i i jun-dj da atau bagian
atas pensiun-pegawai, pensiun djanda/du :
3 ln)sfiumdjla),nda diberikan tundjangan keluarga, tundjangan
® femahalan dan tundjangan-tundjangan umum atau bantuan-
§ bantuan umum lainnja menurut ketentuan-ketentuan jang ber-

b Jaku bagi pegawai negeri.
‘ Pasal 9.

Hak atas pemsiun pegawai.

g (1) Pegawal jang diberhentikan dengan hormat. sebagg.i‘
pegawai negeri berhak menerima pensiun-pegawal, _(%Jlka!au ia
pada saat pemberhentiannja sebagal pegawal negerl: _

a. tclah mentjapai usia sekurang-k}lramgnja 30 (lima puluh)

tahun dan mempunjai masa-:ﬁrdja untuk pensiun sekurang-_
angnja 20 (dua puluh) tahun,

b. ]C&)lll:h bgaci]an/pedjabal'?: jang ditundjuk oleh Departemen Ke-
gehatan berdasarkan peraturan tentang pengudjian kese-
hatan pegawai negeri, dinjatakan tidak dapat b_ekerdp_x lagi
dolam djabatan apapun djuga karena kea-daa'm djasmani atau
rochani jang disebabkan oleh dan karena ia mendjalankan

cwadjiban djabatannja atau )

0. i(mgnp\injai lf]lasa~kerdja sekurang-kurangnja 4 (empat)
tzhun dan oleh badan/pedjabat jang ditundjuk oleh Depar-
temen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengudjian
kesehatan pegawai negeri, di_n_jatakan lidak dapat bgakerdja_
lagi dalam djabatan apapun djuga karena keadaan djasmani
atau rochani, jang tidak disebabkan oleh dan karena la men-
djalankan kewadjiban djabatannja. 4 dibebaskan dari
2) Pegawai negeri jang diberhent‘ikan atau dibebaskan

peliezdjaar;gnja karena penghapusan djabatan, perubahan dalz;m

susunan pegawai, penertiban aparatur Nega_ra atau karena ala-
gan-alasan dinas lainnja dan kemudian tidak chpekerd_]a_kan
kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun-
pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pega-
wai negeri dan pada saat pemberhentiannja sebagai pegawal
negeri itu telah berusia sekurang-kurangnja 50 tahun dan me-

miliki masa-kerdja untuk pensiun sekurang-kurangnja 10

tahun.
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(3) Pegawai negeri jang setelah mendjalankam sua
Negara tidak dipekerdjakan kembali sebg.gai pega.wait un::‘j:f
berhak menerima pensiun-pegawai apabila ia diberhentikns
dengan hprmat scbagai pegawai negeri dan pada saat pember
hentiannja sebagai pegawai negeri ia telah mentjapai usin o
kurapg-kuram.gn_]a 50 (lima puluh) tahun dan memiliki manu-
kerdja untuk pensiun sekurang-kurangnja 10 (sepuluh) tahun.

(4) Apabila pegawai negeri jang dimaksud pada ajal ()
dan ajat (3) pasal ini pada saat ia diberhentikan seba'gn.l HGE
gawai negeri telah memiliki masa-kerdja untuk pensiun noku-
rang-kurangnja 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum men:
tjapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanja -
tetapkan pada saat ja mentjapai usia 50 tahun.

Pasal 10.

Tentang usia pegawai negeri.

Usia ‘pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun di-
tentukan atas dasar tanggal kelahiran jang disebut pada peng-
angkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut hukti-bukti
jang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat
bukti-bukti jang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegi-
wai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai jang ber
sangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan
gah“;adt_anggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak
ngiwafbah lagi untuk keperluan penentuan hak atas Ipensiun-

Pasal 11,
Besarnja pensiun-pegawai.

(1) Besarnja pensiun-pegawaj sebulan adalah 2149
setengah perscralus) dari dasar-pensiun untuk 1“.i::tp-t/i‘{11f9 t'l(glill:
masa-kerdja, dengan ketentuan bahwa: '

a. pensiun-pegawai sebulan adalah sebanjak-banjaknja 75
(t%ljuh puluh lima perseratus) dan éekuranjg-ku{'axngn jn
407 (empat puluh perscratus) dari dasar-pensiun; ' '

b. pensiun-pegawaj sebulan dalam hal termaksud dalam
> [ asal 9
ajat (1) huru.f_ b Undang-undang ini adalah sebesa]; %
(tudjuh puluh lima perseratus) dari dasar-pensiun; N
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0 pensiun-pegaWai sebulan tidak boleh kurang dari gadji-pokok

terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gadji dan
pangkat jang berlaku bagi pegawai negeri jang bersang-
kutan.

(2) Pensiun-pegawai tersebut pada ajat (1) huruf b pasal
Ini dipertinggi dengan suatu djumlah tertentu dalam hal pegawai
negeri jang bersangkutan dinjatakan tidak dapat bekerdja lagi
dalam djabatan apapun djuga karena tjatjat djasmani dan/atau
rochani jang terdjadi didalamn dan/atau oleh karena ia mendja-
lankan kewadjiban djabatannja. Ketentuan-ketentuan tentang

emberian tambahan atas pensiun-pegawai ini diatur dengan
¢raturan Pemerintah.

Pasal 12.
Permintaan pensiun-pegawai

Untuk memperoleh pensiun-pegawai menurut Undang-undang
ini, pegawai negeri jang bersangkutan mengadjukan surat per-
mintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawal, dengan di-
sertai: :

a. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian ia
sebagai pegawai negeri;

b. Daftar riwajat pekerdjaan jang disusun/disabkan oleh pe-
djabat/badan Negara jang berwenang untuk memberhenti-
kan pegawai negeri jang bersangkutan;

¢. Daftar susunan keluarga jang disahkan oleh jang berwadjib
jang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat (isteri-
isteri) /suami dan anak-anakmja;

d. Surat keterangan dari pegawai negeri jang berkepentingan
jang menjatakan bahwa semua surat-surat, baik jang asli
maupun turunan atau kutipan, dan barang-barang lainnja
milik Negara jang ada padanja, telah diserahkan kembali
kepada jang berwadjib.

Pasal 13.
Mulainja pemberian pensiun-pegawai.

(1) Pensiun-pegawai jang berhak diterima diberikan mulai
bulan berikutnja pegawai negeri jang bersangkutan diberhenti-
kan sebagai pegawai negeri. '

(2) Dalam hal termaksud dalam pasal 9 ajat (4) Undang-
undang ini, pensiun-pegawai diberikan mulai bulan berikutnja
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bekas pegawail negeri jang bersangkutan mentjapai usin ho
tahun.

Pasal 14.

Berachirnja hak pensiun-pegawai. .
Hak pensiun-pegawai berachir pada penghabisan bulan pe
nerima pensiun-pegawai jang bersangkutan meninggal dunin.

Pasal 15.
Pembatalan pemberian pensiun-pegawai.

(1) Pembajaran pensiun-pegawai dihentikan dan sural &e.
putusan tentang pemberian pensiun-pegawai dibatalkan, apabila
penerima pensiun-pegawai diangkat kembali mendjadi pegawni
negeri atau diangkat kembali dalam suatu djabatan negeri
dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikar lagi, mem
peroleh pensiun menurut Undang-undang ini atau peraturan
jang sesuai dengan Undang-undang ini.

(2) Djika pegawai negeri termaksud pada ajat (1) pasal ini
kemudian diberhentikan dari kedudukannja terachir makn
kepadanja diberikan lagi pensiun-pegawai termaksud ajat (1}
pasal ini atau pensiun berdasarkan peraturan pensiun jang ber
laku dalam kedudukan terachir itu, jang ditetapkan dengan
mengingat djumlah masa-kerdja dan gadji jang lama dan baru,

"apabila perhitungzn ini lebih menguntungkan.

Pasal 186.

Mak atas pensiun djanda/duda.

(1) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawsi
meninggal dunia, maka isteri (isteri-isteri)-nja untuk pegawni
negeri pria atau suaminja untuk pegawai negeri wanita, jang
sebelumnja telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak
menerima pensiun-djanda atau pensiun-duda.

(2) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawni
jang beristeri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ads
isteri/suami jang terdaftar sebagai jang berhak menerima pen-
siun-djanda/duda, maka dengan menjimpang dari ketentuan
pada ajat (1) pasal ini, pensiun-djanda/duda diberikan kepadn
isteri/suami jang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam
hal pegawal negeri atau penerima pensiun-pegawai pria termak-
sud diatas beristeri lebih dari seorang, maka pensiun-djanda di-
berikan kepada isteri jang ada waktu itu paling lama dan tidak
terputus-putus dinikahnja.
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Pasal 17. )

Besarnja pemsiun-djandn/ duda.

(1) Besarnja pensiun-djanda,/duda scbulan adalah 36%e

’ i jun, dengan keten-
E (ti luh enam perseratus) dari daﬁi/'-pen.smn,_ ga -
3 Q(,Efx? g:hwa. aa.pa\:)ilﬂte terdapat lebih dari seorang isteri jang ber

ka besarnjs bagian pensiun-
k masing-masing isteri, adalah 3650 (tiga puluh
enam perseratus) dibagi rata antara isteri-isteri itu.

i dari dasar- -
Diumlah 36% (tiga puluh enam .perseratus) -
perggi)un tgrmaksud ajat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari

4 j i i ii-pokok terendah
E 750, (tudjuh puluh lima perseratus) dari gadji-pol
;edgux('ut JPemal‘}tura.n Pemerintah tentang gadji dan pangkat

i eri jang berlaku bagi almarhum suanﬁ/@sterinjg.
%g;vm}:lpefbila J‘pegga.wai negeri tewas, maka besarnja pensiun-
djanda/duda adalah 72% (tudjuh puluh dua_perseratus) dl?‘?l
daéar-pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat le li
dari seorang isteri jang berhak menerima pen§1un-djapda r_nztx a
besarnja bagian pensiun-djanda untuk maging-masing ister
adalah 72% (tudjuh puluh dua perseratus) dibagi rata antara
igteri-isteri itu. ) dai cnsar
Diumlah 72% (tudjuh pulu]:} dua perseratus ari .
elggi)un tg?maksud ajat (3) pasal ini tidak boleh kurang dari
gadji-pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah ten;ang
gadji dan pangkat pegawal negeri jang berlaku bagi almarhum
suami/isterinja.
Pasal 18.

i ezawai negeri atau penerima pel}ls_lun-pegawaQ
me(r}illgg%fa;}tlllsié,) gedangkan ia tidak mempunjai I.Sée!c'll/suz.::;
lagi jang berhak untuk menerima pensiun-djanda/duda (;ian
bagian pensjun-djanda termaksud pasal 17 Undang-un g
ini maka: .

]c? pensiun-djanda diberikan kepada anak/_anak-angkﬁua,'sapa—
bila hanja terdapat satu golongan anak jang seaja -seibu.

b. satu bagian pensiun-djanda dib_er‘ikan kepada masing-masing
golongan anak jang seajah-seibu. .

¢. pensiun-duda diberikan kepada anak (anak-anaknja).

i i i pri ima pensiun-

9} Apabila pegawal negeri pria atau penerima pensiun-
peé‘a,w)rvai r?ria meg'mggal dunia, sedangkan ia mempunjai isteri
(isteri-isteri) jang berhak menerima pensiun-djanda/bagian
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pensiun-djanda disamping anak (mkM) dari isteri (i
d e - ari isteri (iulerd
isteri) Jfl&ng telah meninggal dunia atau telah tjerai, maka g:;"n'm
fyem,smn Janda diberikan kepada masing-masing isteri dan 1"”
anés;n z;x{w,k (anak-anak) seajah-seibu termaksud. ‘
epada anak (anak-anak) jang ibu dan ajahnij
- . 1 r

gedpdmléz_x{: sebagal pegawai negeri dan kedua-duanjé,] megx?;\pi';' :ﬂ

;uua, iberikan satu pensiun-djanda, bagian pensiun—dju;.;lu
atau pensiun-duda atas dasar jang lebih menguntungkan.
i {41':)13 Atnak (anak-anak) jang berhak menerima pensiun
d janda atau bagian pensiun-djanda menurut ketemtuan-kelon
j:.:n ai?i; (‘i) kitau ajat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anul)
ningggl i :: u pegawai atau penerima pensiun-pegawai nu-
a. b'elum mentjapai usia 25 tahun, atau
b. tidak mt_empunja.i penghasilan sendiri, atau
¢. belum nikah atau belum pernah nikah.

Pasal 19.

Pendaftaran isteri/suami/anak sebagai i
gai jang berhak
pensiun-d jamda/duda. menerlma

(1) Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/ i
Ltar - suami/anak .
anak). s&::'bagal jang berhak menerima pensiué—djanda(/}:i[:::lltx
geptlelrn dndlélaksud dalam pasal 16 dan pasal 18 Undang-unduuy
;]élg;vr:is jailgukg.;:;;l; I?egawai negeri atau penerima pensiuti-
. utan menurut juic- j
Kepala Kantor Urusan Pegawai, petundjule-petundjuk
{2) Pendaftaran lebih dari seorang i i ij
. ) g isteri sebagai jang bor-
h’ak menerima pensiun harus dilakukan dengan gpen:!gertlghu(':n
tiap-tiap isteri jang didaftarkan. '
(3) Dijikalau hubungan i i
] perkawinan dengan isteri
%gmg _telai‘t)le terdaftar terputus, maka, terhitungs mulai hagf u[il:: I
. Jga_lan rlaku sah isteri/suami itu dihapus dari daftar isterl-
isteri/suami jang berhak menerima pensiun-djanda/duda. '
o (4) Anak jang dapat didaftarkan sebagai anak jang berhuk
enerima pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda
seperti termaksud pasal 18 Undang-undang ini ialah:
a. Anak-anak pegawai atau penerima pensiun-pegawai duri
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(5) Jang dianggap dilahirkan dari perkawinan sah ialah
ketjuali anak-anak jang dilahirkan selama perkawinan itu, djuga
anak jang dilahirkan selambat-lambatnja 300 hari sesudah per-

kawinan itu ferputus.
(6) Pendaftaran isteri (isteri-isteri) /anak (anak-anak)

sebagai jang berhak menerima pensiun-djanda harus dilakukan
dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau
sesudah saat terdjadinja kemungkinan lain untuk melakukan

pendaftaran itu.
Pendaftaran isteri/suami/anak jang diadjukan sudah lampau

batas waktu tersebut tidak diterima lagi.

Pasal 20.

(1) Apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan isteri/
guami ataupun anak, maka 20% (dua puluh perseratus) dari
pensiun-djanda/duda termaksud pasal 17 ajat (3) Undang-

undang ini diberikan kepada orang tuanja.
(2) Djika kedua orang tua telah bertjerai, maka kepada

mereka maging-masing diberikan separch dari djumlah termak-
sud pada ajat (1) pasal ini. : _
Pasal 21.
Permintaan pensiun-djanda/duda.

Untuk memperoleh pensiun-djanda/duda atau bagian pen-
siun-djanda menurut Undang-undang ini djanda (djanda-djan-
da)/duda jang bersangkutan mengadjukan surat permintaan
kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai:

a. Surat keterangan kematian atau salinannja jang disahkan
oleh jang berwadjib; .

5. Salinan surat nikah jang disahkan oleh jang berwadjib;

c. Daftar susunan keluarga jang disahkan oleh jang berwadjib
jang mémuat nama, tanggal kelahiran dan alamat mereka
jang berkepentingan;

d. Surat keputusan jang menetapkan pangkat dan gadji ter-
achir pegawai jang meninggal dunia.

Pasal 22

(1) Pemberian pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-
djanda kepada anak (anak-anak) termaksud pasal 18 Undang-
undang ini, dilakukan atas permintaan dari atau atas nama anak

perkawinannja dengan isteri (isteri-isteri)/suami j

A ! h g

; da.ft}a;r sebagai jang berhak menerima pensi{m-djan(%:%u:il::
. Anak-anak pegawai wanita atau penerima pensiun-pegawui

wanita. :
B (anak-anak) jang berhak menerimanja.
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(2) Permintaan termaksud ajat (1) pasal ini harus discrtait

a. Surat keterangan kemati ; L )
oleh jang bervgadjib; lan atau salinannja jang disahikan

b. Salinan surat kelahiran anak (anak
8 -anak) atau daf
s;lsl;u}an keluarga.__pegawm jang bersangkutan jang djsulln l}:;
oleh jang berwadjlp, jang memuat nama, alamat dan tanggal
lahir dari mereka jang berkepentingan;

¢. Surat keterangan dari jang berwadjib j
r ) jib jang menerangk
-bahwa anak (anak-anak) itu tidak pernah kawin dan ]{,ild:;:
mempunjai penghasilan sendiri; ’

d. Surat keputusan jang meneta .
i pkan pangkat dan gadji-pokok
terachir pegawai atau penerim . adji-poka

ninggai aunia. penerima pensiun-pegawal jang ma-

Pasal 23.

(1) Kepala kantor dimana wai ij i
. : . pegawai negeri jang meningg
dunia .terachlr bekerdja, berkewadjiban untuk Iilexgbantun;ﬁ:ﬁ'
ﬁezgé%n;aﬁs s:;r;t-surat permintaan beserta lampiran-lampiran-
ui]ungkin. ud dalam pasal 21 dan 22 ajat (2) terlaksana selckos
(2) Isteri/suami atau anak (anak-anak) i i
_ _ 1 nak- dari penerima pen-
' sﬁnépigavgm atau penerima pensiun-djanda/duda jang menlizng-
g | unia dapaf mengadjukan surat permintaan beserta lampir-
far.: gasﬁgérzi(nnfdtelir{nalgud dalam pasal 21 dan pasal 22 ajat (2)
ung kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, d
;2?:& :?Igltzn dari s_ura(li keputusan tentang pgembefﬂianen iﬁhﬂi-
u pensiun-dj i un
peg? bersangkur‘zan. janda/duda kepada penerima lpensiun

‘Pasal 24.
Mulainja pemberian pensiun-d janda/duda.

Pensiun-djanda/duda atau bagi i
1/duda, 4 gian pensiun-djan "
g;;gii?g;i%ange;m diberikan mulaj bulan berﬂgutr?jaa. I;)lgg;vlvﬁ
] penerima pensiun-pegawai jang be ;
Ezﬁglf/gﬁg?::m eata_u Itlcl].llai bulan berikutnja hak atgssa{;grll{;itﬁf
ian pensiun-djanda itu dida at oleh j :
kutan. Bagi anak jang dilahirkan d R ates Wols. 500 s
; lam batas waktu 3 ari
setelah pegawai negeri atan rims i o o
: ] : penerima pensiun-pegawai ing.
Ign;ﬁlaid%x:ﬁa, %englun-ti_Janda/bagian pensiun-d?ar%da a%fgggll&gn
an berikutnja tanggal kelahiran anak itu,
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Pasal 25,
Berachirnja hak pensiun-dja,nda/duda.
Pemberian pensiun—djanda/duda atau bagian pensiun—djanda

perachir pada achir bulan:
a. Djanda/duda jang bersangkutan meninggal dunia;

b. Tidak lagi terdapat anak jang memenuhi sjarat-sjarat untuk

menerimanja.
Pasal 26.

Pembajaran uang muka atas pensiun-pegawai
atau pensiun-djanda.

Djikalau sjarat-sjarat jang disebut dalam pasal 12, pasal 21
atau pasal 22 Undang-undang ini belum dipenuhi atau djika
apan pemberian pensiun-pegawai atau

pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda belum c_lapat
dilaksanakan maka kepada bekas pegawai megeri atau djanda
(dj:anda-djanda) {duda atau anak (a:nak-analg) jang beﬁlgep‘en-
tingan oleh pedjabat jang berhak memberhentikan pegawal Jang
bersangkutan dapat diberikan untuk sementara uang muka atas
pensiun-pegawal atau pensiun-djanda/ duda atau bagian pensiun-
djanda menurut petundjuk-petundjuk dari Kepala Kantor

Urusan Pegawal.
Pasgal 27.

Penetapan kembali pensiun-pegawai atau
pensiun—djamda/ duda.
Apabila penetapan pemberian pensiun-pegawai atau pensiun-
djanda/duda atau bagian pensiun-djanda dikemudian hari ter-
njata keliry, maka penetapan tersebut diubah sebagaimana
mestinja dengan surat keputusan baru jang memuat alagan
perubahan “itu, akan tetapi kelebihan pensiun-pegawai atan
siun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda jang mungkin
telah dibajarkan, tidak dipungut kembali.

. Pasal 28,

Pembatalan pemsiun-djanda/duda.

(§h) Pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda jang
diberikan kepada djanda/duda jang tidak mempunjai anak, di-
batalkan djika djanda/duda jang bersangkutan nikah lagi, ter-

hitung dari bulan berikutnja perkawinan itu dilangsungkan.
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(2) Apabila kemudian chusus dalam hal djanda (dj
djanda) pe‘rkawman' termaksud pada ajat (1) pagal ind t(eii;ltilttll:;
maka terhitung dari bulan berikutnja kepada djanda jang bor-
sangkutan diberikan lagi pensiun-djanda atau bagian pensiun-
djanda jang telah dibatalkan, atau djika lebih menguntungkan
kepadanja diberikan pensiun-djanda jang menurut Undung:
undang ini dapat diperolehnja karena perkawinan terachir,

Pasal 29,
/

Haspusnja pensiun—pegawai/pensiun-djanda/ﬁuda.

(1) Hak untuk meneri T . .
djanda/duda hapus: nerima pensiun-pegawal atau pensiun-

a. djika penerima pensiun-pe - .. .
b gawai tidak seizin pem
mendjad . n pemerintak

s :]a i anggota tentara atau pegawai negeri suatu negaru

b. djika penerima pensiun-pe i i i
J ! ! gawai/pensiun-djanda /duda/bu-
%1&11 pensiun-djanda menurut keputusan i])edjalgat/b:/daun
egara jang berwenang dinjatakan salah melakukan tindak-
ggngguk;:ggzzt galgncll su;;:u gerskan jang bertentangan
n terhada :
berdasarkan Pantja Sila.p egara dan haluan Negara jang

¢. Djika ternjata bahwa keterangan-keteraﬁ an j iadj
sebagal bahan untuk penetapan pemberia.g peglz?i?;eacglil\;lfg ;
pensmn-d_]and_a/ duda/bagian pensiun-djanda, tidak benar dan
bekas pegawai negeri atan djanda /du-da/ane’tk jang bersang-
kutan sebenarnja tidak berhak diberikan pensiun. ¢

(2) Dalam hal-hal tersebut i

] ‘ pada ajat (1) huruf ¢ dan
pagal ini, maka surat keputusan pemberian pensiun dibata.lka.nb
sedang dalam hal-hal tersebut huruf c, ajat itu surat keputu '
termaksud ditjabut, i

Pasal 30.
Djaminan untuk pindjaman,
Surat keputusan tentang pemberian -
‘ RO ¢ pensiun menurut Und
undeng Gy, dprpunian seugel S il e
B Keug.n oy ari salah satu bank jang ditundjuk oleh

606

15 1969, No. 42

Pasal 31.
Pemindahan hak pensiun-pensiun. .

(1) Hak atas pensiun-pensiun menurut Undang-undang ini
tidak boleh dipindahkan.

(2) Penerima pensiun tersebut tidak boleh menggadaikan
atau dengan maksud itu setjara lain menguasakan haknja
kepada siapapun djuga.

(3) Semua perdjandjian jang bertentangan dengan jang di-
maksud pada ajat (1) dan ajat (2) pasal ini, dianggap tidak .
mempunjai kekuatan hukum.

Pasal 32.

Hal-hal luar biasa dan peraturan pelaksamaan.

(1) Hal-hal luar biasa jang tidak/belum diatur dalam
Undang-undang ini,-diputus oleh Presiden.

(2) Hal-hal jang periu untuk melaksanakan ketentuan-
ketentuan Undang-undang ini diatur oleh Kepala Kantor Urusan
Pegawai menurut petundjuk-petundjuk Menteri Keuangan.

Pasal 33.

Peraturan peralihan.

(1) Isteri (isteri-isteri) dan anak (anak-anak) jang telah
didaftarkan schbagai jang berhak mencrima pensiun-djanda atau
tundjangan-anak jatim/piatu berdasarkan peraturan jang ber-
laku schelum Undang-undang ini, dianggap telah didaftarkan
sebagai jang berhak menerima pensiun-djanda menurut per-
aturan ini.

(2) Ansk-anak pegawai pegeri atau penerima pensiun-pe-
gawai jang dilahirkan sebelum waktu Undang-undang ini mulai
berlaku terhadapnja dari perkawinan dengan isteri/suami jang
pada waktu itu telah meninggal dunia atau telah bertjerai,
dabpat didaftarkan sebagai anak jang berhak menerima pensiun-
djanda/duda atau bagian pensiun-djanda menurut Undang-un-
dang ini. :
Pasal 34.

(1) Pensiun-pegawai, pensiun djanda/duda, bagian pensiun-
djanda dan tundjangan-anak jatim/piatu jang penetapannja di-
dasarkan atas peraturan-peraturan jang berlaku sebelum tang-
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gal mulai berlakunja Undang-undang ini, dinaikkan bosarn e
mendjadi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari djuwmlah
jang ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan lama itu, te
hitung mulai tanggal mulai berlakunja Undang-undang b
dengan ketentuan bahwa: :

pensiunn/tundjangan jang bersifat pensiun bagl bekas pegawal

. dan djanda setelah dinaikkan tidak boleh kurang dari berturul

turut 100% dan 75% dari gadji-pokok terendah menurut Por
aturan Pemerintah tentang gadji dan pangkat pegawai negeri
jang berlaku. :

(2) Djumlah jang dinaikkan itu ditetapkan dalam ruplak
bulat, petjahan rupiah dibulatkan keatas mendjadi rupiah penuh
(3) Pelaksanaan kenaikan pensiun dan tundjangan jang hor
sifat pensiun itu diselenggarakan oleh kantor-kantor pembyjuy-

an jang bersangkutan menurut petundjuk-petundjuk Kepala
Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 35.
Ketemtuan penutup.

Undang—undang ini disebut Undang-undang pensiun-pegawsa!
dan pensiun-djanda/duda pegawai dan mulai berlaku pada hari
diundangkan serta berlaku surut mulai tanggal 1 Nopemboer
1966.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintah-
kan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatun
dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 8 Agustus 1969.
Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO.
Djenderal T.N.L

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 8 Agustus 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.
Major Djenderal T.N.L
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REPUBLIK INDONESIA

No. 43, 1969.

BASIC AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECH-

NICAL COOPERATION. TRADE AGREEMENT.
AGREEMENT ON TECHNICAL AND SCIENTIFIC
COOPERATION. AGREEMENT ON PRECESSING
ARRANGEMENTS AND UTILIZATION OF EX-
CRESS CAPACITY IN CERTAIN INDUSTRIES.
AGREEMENT ON COCONUT AND COCONUT PRO-
DUCTS. AGREEMENT ON FORESTRY. AGREE-
MENT ON FISHERIES. AGREEMENT ON SHIP-
PING MATTERS. REPUBLIK INDONESIA.
REPUBLIK PHILIPINA, PENGESAHAN. Kepu-
tusan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 196'9
tentang Mengesahkan Basic Agreement on Economic
and Technical Cooperation. Trade Agreement, Agree-
ment on Technical and Scientific Cooperation, Agree-
ment on Processing Arrangements and Utitization
of Excess Capacity in Certain Industries, Agreement
on Coconut and Coconut Products, Agreement on
Forestry, Agreement on Fisheries, Agreement on
Shipping Matters.

Presiden Republik Indonesia,

Membatja: Surat Menteri Perdagangan tertanggal 8 Djuli
1969 Nomor 419/M/VI11/69;

Menimbang:

. ] - . .da_

. a di Manila pada tanggal 30 Mei 1969 telah ditan
¢ Eaar?gmi delapan matjam perdJandyar_l-pepd]andJla.n_antara
Delegasi Pemerintah Republik Indoncsia dan Delegasi Peme-

91175u-(39).

rintah Republik Philippina;
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TAMBAHAN
LEMBARAN-NEGARA R.L

No. 2906. PENSIUN PECGAWAIL PENSIUN DJANDA/DUDA

1.

2.

PEGAWAIL Pendjelasan atas Undang-undang No, 11
tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun

Djanda/Duda Pegawai.

PENDJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1969

tentang

PENSIUN-PEGAWAI DAN PENSIUN DJ ANDA/DUDA
PEGAWAL

PENDJELASAN UMUM:

Undang-undang ini diadakan sebagai pelaksanaan ketentuan
dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Kepegawalan jang
menentukan bahwa djaminan hari tua pegawai negeri, jang
antara lain berupa pensiun bagi pegawai sendiri dan pensiun-
djanda/duda, harus diatur dengamn Undang-undang dengan
mengingat keadaan penghidupan masjarakat Indonesia.
Karena itu maka dalam Undang-undang ini diatur hal-hal
mengenai pensiun-pegawai, pensiun-djanda dan pensiun-
istimewa untuk djanda pegawai jang tewas, jang sebelumnja
berturut-turut diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun
1952, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 dan Per-
aturan Pemerintah No. 51 tahun 1954 dan jang kesemuanja
itu mendjadi batal mulai berlakunja dan diganti dengan
ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAGIAN XX, 259
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Dalam pada itu dalam Undang-undang ini telah diadakam
pula. pengaturan tentang pemberian pensiun-duda, jang di-
perintahkan oleh pasal 19 Undang-undang Pokok Kepega-
waian, agar tidak ada diskriminasi antara hak pegawai pria
maupun pegawai wanita.
Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok
Kepegawaian, maka peraturan pensiun jang baru ini mem-
punjai sifat pokok: pensiun diberikan sebagai djaminan hari
tua dan sebagai penghargaan atas djasa-djasa pegawai
selama bekerdja bertahun-tahun dalam dinas Pemerintah.
Kedua sifat dari pensiun itu telah menemukan penjatuannja
dalam pasal 19 Undang-undang ini, jang menentukan 3 sja-
rat pokok untuk memperoleh hak pensiun-pegawai, jaitu:
1. telah mentjapai usia sekurang-kurangnja 50 tahun,
2. memiliki masa-kerdja untuk pensiun sekurang-kurangnja
20 tahun dan,

3. telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai
negeri

Sebagai lazimnja menurut peraturan-peraturan pensiun jang
berlaku sebelumnja, maka djuga Undang-undang ini diada-
kan perketjualian dari sjarat usia dan masa-kerdja termak-
sud diatas ini, jaitu dalam hal-hal luar biasa jang diatur
dalam ajat (1) huruf b dan ¢, ajat (2) dan ajat (3) dari
pasal 9.

Bahwa untuk memperoleh hak atas djaminan hari tua,
pegawai jang bersangkutan antara lain harus memenuhi
sjarat diberheniikan ,,dengan hormat” sebagal pegawal ne-
geri adalah perlu berhubung dengan sifatnja pensiun sebagai
penghargaan atas djasa-djasa dan penting untuk membina
dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap Negara dan
haluan Negara jang berdasarkan Pantja Sila.

Selandjutnja, maka tidaklah pada tempatnja untuk mem-
berikan pensiun kepada pegawai jang diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai pegawal negeri.

Peraturan Pensiun Pegawai Negeri, sekalipun hanja meng-
atur pemberian penghasilan kepada bekas pegawai setelah
in, diberhentikan sebagai pegawai negeri, tidak dapat dilepas-
kan daripada hubungannja dengan tudjuan utama daripada
Undang-undang Pokok Kepegawaian untuk menjusun dan
memelihara Aparatur Negars jang berdaja-guna sebagal
alat revolusi Nasional dan organisasi harus terisi dengan
korps pegawai negeri jang memenuhi sjarat-sjarat kepe-
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gawaian sebagai ditentukan dalam Undang-undang itu i.c.
sjarat kepribadian dan kesetiaan terhadap Negara dan
haluan Negara jang berdasarkan Pantja Sila.

Maka dari itu Peraturan Pensiun Pegawai Negeri R.I,
sebagaimana dikehendaki menurut Undang-undang Pokok
Kepegawaian No. 18 tahun 1961, selain mendjamin pem-
berian penghasilan atas beban keuangan Negara bagi bekas
pegawai dan keluarganja untuk masa hari tua, harus pula
mentjerminkan penghargaan atas djasa-djasa itu dengan
sendirinja terbatas pada para pegawai jang memenuhi sja-
rat-sjarat kepegawaian sebagai disebut diatas, dan tidak
diberikan kepada mereka jang diberhentikan tidak dengan
hormat sebagai pegawai negeri karena telah melakukan per-
buatan/tindakan jang tertjela dan bertentangan dengan ke-
pentingan dinas dan/atau Negara.

. Djika ketentuan-ketentuan tentang hak dan besarnja pensiun

pegawai, pensiun-djanda dan tundjangan anak-jatim/piatu
dalam peraturan-peraturan pensiun lama sangat dipengaruhi
oleh tjara pembiajaan pensiun oleh suatu dana pensiun
dengan pelbagai iuran-iurannja, maka dalam Undang-undang
ini hak dan besarnja 'pensiun-pensiun itu dapat diatur lehih
sederhana dan dengan mengutamakan proses pelaksanaan
jang mudah dan tjepat tanpa mengurangi penelitian bahwa
pemberian dan pembajaran pensiun dilakukan kepada mereka
jang benar-benar berhak menerimanja.

. Achirnja, apabila dibanding dengan peraturan-peraturan

jang lama, maka berhubung dengan sifat-sifatnja dalam

peraturan pensiun baru ini terdapat perubahan-perubahan

penting sebagai disebut dibawah ini:

a. Berbeda dengan peraturan lama (Undang-undang No. 20
tahun 1952, jang tidak memuat ketentuan tentang batas
umur minimum untuk penentuan hak atas pensiun), di-
dalam peraturan baru berhubung dengan sifatnja sebagai
djaminan hari tua ditetapkan batas usia minimum jang
harus telah ditjapai oleh pegawai untuk mendapat hak
atas pensiun, jaitu umur sekurang-kurangnja 50 tahun.

b. Kemudian, karena pemberian pensiun dimaksudkan djuga
sebagal penghargaan atas djasa-djasa pegawai selama
bekerdja bertahun-tahun dalam dinas Pemerintah, maka
ditentukan pula djumlah minimum masa-kerdja jang
wadjar sebagai sjarat untuk dapat diberikan pensiunm,
jaitu sekurang-kurangnja 20 tahun.

261



5 No. 2906

No. 2906 4
Djika pegawai diluar kemauannja gendiri harus diber- Pasal 2.
hentikan sebagai pegawai negeri karena mendjadi tenaga a. Sedjak keluarnja Undang-undang No. 11 tahun 1956 (Lem-
kelebihan atau karena penertiban aparatur Negara, untuk baran-Negara tahun 1956 No. 23), maka pensiun-pegawai
dapat diberikan pensiun-pegawai jang bersangkutan ha- negeri telah dibiajai oleh Negara dan dibebankan atas Ang-
rus memiliki masa-kerdja pensiun sekurang-kurangnja garan Pendapatan dan Belandja Negara, sedangkan iuran-
10 tahun. iuran pensiun telah ditanggung pula oleh Pemerintah sedjak
¢. Selandjutnja, apabila menurut peraturan lama predikat berlakunja Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1954 (Lem-
pemberhentian sebagai pegawai negeri tidak menentukan bara.n-N_egara 1:,3.1:11111 1954 No. 77). .
dalam penetapan hak atas pensiun, maka dalam peraturan b. Pegawai negeri jang gadjinja tidak mendjadi beban Ang-
baru ini ditentukan pula sebagai sjarat untuk dapat di- garan Eendapatan dan Belandja Negara adalah umpamanja
perikan pensiun, bahwa pemberhentian pegawai jang ber- pegawai Perusahaan-Negara jang dibentuk berdasarkan
sangkutan sebagal pegawai negeri harus ada dilakukan Undang-undang No. 19 tahun 1860.
dengan hormat. . '
d. Besarnja pensiun-pegawal sebulam, telah dlpertufg g%;ar Pasal 3.
peg apabl e e i  Golonga golongan pegewa fong ermsn alam 1 g
. . - . Nt A geri menurut pasal ini adalah:
pensiun-pegawai tertinggi sebulan dinaikkan dari 50% . P { Negeri Sinil Pusat
mendjadi 75% dari dasar pensiun, dan pensiun-pegawai - Pegawal Negerl SIp at,
terendah sebulan dimaikkan dari 25% mendjadi 40%. b. Pegawai Daerah Otonom,
Besarnja pensiun-djanda sebulan dinaikkan dari 20% ¢. Pegawai Perusahaan/Bank Negara.
mendjadi 36% dari dasar-pensiun. ] Jang memiliki ketiga unsur kepegawaian termaksud dalam
Selandjutnja, untuk mendjamin kehidupan jang tjukup pasal 1 Undang-undang Pokok Kepegawaian.
lajak sebagai penerima pensiun, telah diadakan pula ke-
tentuan bahwa besarnja pensiun-pegawai dan pensiun- Pagal 4.
djanda sebulan berturun-turut adalah sekurang-kurang- Piukup djelas.
nja sama besar dengan dan 75% dari gadji-pokok teren-
dah menurut peraturan gadji pegawal negeri jang ber- Pasal 5.
Jaku. Dengan demikian, maka sistim penggadjian pega- Dengan ,,gadji terachir jang berhak diterima”, dimaksudkan
wai negeri atau dasar prinsip ,Kebutuhan Fisik Mini- djuga gadji menurut pangkat anumerta.
mum” (K.F.M.) diperhatikan djuga untuk pensiun. ) ‘
e. Achirnja ketentuan-ketentuan tentang pemberian pensiun Pasal 6.
kepada anak (anak-anak) jatim/piatu telah disederhana- ) _ _ _
kan. Apabila pegawai jang tidal beristeri/bersuami atau Ajat (1). Huruf q sampai dengan ¢, e dan f: Tjukup djelas.
djanda/duda meninggal dunia dan meninggalkan anak Huruf d: Jang dimaksud ialah masa berbalti
(anak-anak) jang berhak diberikan pensiun, maka kepada sebagai peladjar menurut Peraturan
anak (anak-anak) itu diberikan terus djumlah pensiun- Pemerintah No. 32 tahun 1949, ten-
djanda/duda jang diterima oleh ibu/ajahnja. tang Penghargaan Pemerintah ter-
hadap peladjar jang telah berbakti
Pasal 1. ’ Huruf g: Pegawai-pegawai dari sekolah-sekolah

swasta bersubsidi tersebut pada ajat
(1) huruf g, hingga sekarang masih

Sifat pensiun ini adalah sesual dengan jang dimaksud dalam
Undang-undang Pokok Kepegawaian.
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diberi pensiun menurut peraturan
lama |(Pensioenreglement voor Bijzon-
dere Leerkrachten) jang djuga di-
biajai oleh Pemerintah. sambil me-
munggu penindjauan Pensioenregle-
ment voor Bijzondere Leerkrachten.

Ajat (2). Tjukup djelas.

Ajat (3). Tjukup djelas.

Ajat (4). Peraturan Pemerintah jang kini berlaku ialah
Peraturan Pemerintah No. 90 tahun 1960 (Lembaran-Negara
tahun 1960 No. 49) tentang masa-kerdja jang dihitung untuk
pensiun.

Ajat (5). Tjukup djelas.

Pagal 7.

Tjukup djelas.

Pasal 8.

Jang dimaksud dengan ,tundjangan umum dan bantuan
umum” ialah tundjangan atau bantuan jang pemberiannja tidak
tergantung dari djabatan/pekerdjaan pegawai negeri, melainkan
diberikan dalam rangka kesedjahteraan c.q. djaminan sosial
pegawai negeri.
Pasal 9.

Ajat (1). Berhubung dengan sifatmja sebagai djaminan hari
tua, ditetapkan batas usia minimum jang harus telah ditjapai
oleh pegawai untuk mendapat hak atas pensiun, jaitu umur
gekurang-kurangnja 50 tahun.

Dari sjarat tentang batas usia minimum tersebut diketjualikan
pegawai jang havus diberhentikan sebagal pegawai megeri
karena keadaan djasmani dan atau rochani. Selandjutnja, sesual
dengan tudjuan dari Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18
tahun 1961 untuk menempatkan pegawai-pegawal pada badan-
badan Pemerintah iang memenuhi sjarat kepribadian dan ke-
setiaan, maka ditentukan pula sebagai sjarat untuk mendapat
hak atas pensiun bahwa pegawal jang bersangkutan diberhenti-
kan scbagai pegawal megeri dengan sebutan ,,dengan horma ”,

Karena pemberian pensiun dimaksudkan djuga sebagai peng-
hargaan atas djasa-djasa pegawai dalam dinas Pemerintah,
maka ditentukan pula minimum masa-kerdja jang wadjar se-
bagai sjarat untuk dapat diberikan pensiun, jaitu sekurang-
kurangnja 20 tahun.
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Berhubung dengan kefentuan pada pasal 35 Undang-undang
ini, bahwa Undang-undang ini berlaku surut mulai tanggal 1
Nopember 1966, perlu didjelaskan, bahwa pegawail jang diber-
hentikan tidak dengan hormat sebagai pegawal megeri setelah
1 Nopember 1966, tidak berhak akan pensiun menurut Undang-
undang ini.

Ajat (2). Djika pegawal diluar kemauannja sendiri diber-
hentikan sebagai pegawai negeri karena mendjadi tenaga ke-
lebihan atau karena penertiban aparatur Negara dan sebagainja,
maka untulk dapat diberikan pensiun pegawai jang bersangkutan
harus memiliki masa-kerdja sekurang-kurangnja 10 tahun.

Ajat (3). Bagi pegawai negeri jang pernah mendjalankan
tugas Negara, jaitu kewadjiban Negara jang dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952, untuk hak pensiun
tidak lagi disjaratkan masa-kerdja 10 tahun seluruhnja sebagal
pegawal negeri, tetapi tjukup dengan memiliki masa-kerdja
untuk pensiun sekurang-kurangnja 10 tahun dalam kedudukan
apapun.

Pasal 10.

Untuk mempertjepat pemberian/pembajaran pensiun maka:
a. Departemen-departemen / Lembaga-lembaga Pemerintah /
Negara harus segera mulaj menjusun Daftar Riwajat Pe-
kerdjaan para pegawai jang ada dalam administrasi masing-
maging terutama Daftar Riwajat Pekerdjaan mereka jang
berusia 50 (lima puluh) tahun keatas.

b. Harus diusahakan oleh masing-masing Departemen/Lembaga
Pemerintah/Negara agar djauh sebelum masa peremad jaan
sudah tersedia bahan-bahan keterangan jang sah mengenai
usia/tanggal lahir, masa-kerdja pensiun serta nama, tanggal
kelahiran isteri/anak-anak pegawal.

Pasal 11.

Besarnja pensiun-pegawai sebulan ditetapkan sebesar T5%
(tudjuh puluh lima perseratus) dari gadji-pokok, dengan mak-
sud agar pegawai, apabila dipensiunkan tidak mengalami ke-
munduran penghasilan jang terlampau besar.

Dalam rangka pembentukan dana pensiun, maka dengan
Peraturan Pemerintah termaksud dalam pasal 2 huruf ¢«
Undang-undang ini, dapat ditetapkan prosentase-prosentase
jang lebih tinggi daripada jang ditetapkan dalam pasal ini,
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Pagal 12.
(1) Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-undang ini, Kepala

Kantor Urusan Pegawai menetapkan pemberian pensiun-

pegawai dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah
menerima salinan Surat Keputusan/Pemberitahuan dari
pedjabat jang berhak memberhentikan pegawai megeri jang
bernsangkutan tentang pemberhentian dengan hormat se-
orang pegawai negeri, tanpa menunggu surat permintaan
pensiun dari jang berkepentingan apabila pada Kantor

Urusan Pegawai telah terkumpul:

a. Daftar Riwajat Pekerdjaan jang disahkan oleh pedjabat
jang berwenang;

b. Daftar Susunan Keluarga jang disahkan oleh jang ber-
wadjib, dan

¢. Surat keterangan dari pegawai jang bersangkutan
bahwa semua surat-surat baik jang asli maupun turunan
milik Negara telah diserahkan fkembali kepada jang ber-
wadjib.

(2) Pedjabat jang berhak memberhentikan 'pegawai berkewa-
djiban untuk dalam waktu sekurang-kurangnja 6 (enam)
bulan sebelum saat pemberhentian dengan hormat sebagai
pegawai negeri dengan hak pensiun:

a. Menetapkan Surat Keputusan tentang pemberhentian
jang bersangkutan dan menjampaikan salinannja kepada
Kantor Urusan Pegawai;

b. Menjampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawali,
Daftar Riwajat Pekerdjaan jang memuat djuga tempat/
tanggal kelahiran c.q. usia pegawai jang bersangkutan,
jang ditanda-tangani oleh pedjabat jang berhak serta
Daftar Susunan Keluargs jang disahkan oleh jang ber-
wadjib jang memuat nama, tanggal kelahiran dan
alamat, isteri/suami dan anak-amaknja.

Pasal 13 s/d pasal 14.
Tjukup djelas.
Pasal 15.

Menurut ketentuan dalam pasal ini pensiun-pegawai harus
dibatalkan djika penerima pensiun jang bersangkutan diangkat
lagi sebagai pegawai negeri, termasuk anggota ABRI karena
pada azasnja Pemerintah untuk selandjutnja tidak lagi meng-
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hendaki kemungkinan pemberian lebih dari satu matjam
pensiun-pegawai ataupun pensiun-djanda kepada bekas pegawal
negeri atau isteri/anaknja.

Ketentuan dalam pasal ini dengan sendirinja tidak perlaku
lagi bagi pegawai pensiunan jang dipekerdjakan kembah'dalax_n
suatu djabatan negeri dengan diberi gadji bulanan/harian di-
samping pensiun. '

Dalam hal tersebut pada pasal 15 ajat (2) kepada pegawal
jang bersangkutan diberikan pensiun menurut perhitungan jang
lebih menguntungkan.

Pasgal 16.

Tjukup djelas. Periksa Pendjelasan Umum.

Pasal 17.

Ajat (1). Periksa Pendjelasan Umum.

Ajat (2). Ketentuan tentang batas minimum se’l:_)esar-75%
dari gadji-pokok terendah hanja berlaku bagi penS}un-dJanda
(36%) dan tidak berlaku untuk bagian-bagian pensiun-djanda
termaksud pada ajat (1).

Ajat (3). Kefentuan pada ajat (3) menghapuskan keten-
tuan-ketentuan dalam peraturan lama Peraturan Pemer}:ata,h
No. 19 tahun 1952, tentang pemberian pensiun kqpada d;al}dg
dan tundjangan kepada anak jatim/piatu pegawal negerl sipil
dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1954, tentang pem-
berian tundjangan istimewa kepada keluarga pegawal jang
tewas. .

Ketentuan dalam ajat (3) pasal ini berlaku djuga bagi tjalon
pegawai dan pensiunan jang dipekerdjakan kembali sebagai
pegawai bulanan apabila ia tewas.

Dalam rangka pembentukan dana pensiun, maka dengan
Peraturan Pemerintah termaksud dalam pasal 2 huruf o
Undang-undang ini, dapat ditetapkan prosentase-prosentase
jang lebih tinggi dari pada jang ditetapkan dalam pasal ini

Pasal 18.

Ajat (1). Huruf b: Dengan satu bagian pensiun-djanda
dimaksud bagian pensiun-djanda jang
geharusnja diberikan kepada ibu dari
golongan anak (anak-anak) jang ber-
sangkutan.
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Ajat (4). Berdasarkan ketentuan pada ajat ini, dalam hal
djanda/duda penerima pensiun meninggal dunia dan mempunjai
anak (anak-anak) jang berhak diberikan pensiun, maka pensiun
djanda/duda diberikan langsung kepada anak {anak-anak) itu,
tanpa memerlukan penetapan surat keputusan pensiun baru.

Pasal 19.

Pendaftaram suami/isteri/anak sebagai jang berhak menerima
pensiun-djanda/duda perlu diadakan untuk mendjamin hak
mereka, memudahkan tata-usaha, serta pula untuk memper-
tjepat penjelesaian pemberian pensiun.

Pasal 20.

Surat permintaan untuk mendapat pensiun-djanda/duda ini
harus disertai dengan surat keterangan dari Bupati/Walikota,/
Kepala Daerah tingkat IT jang bersangkutan jang menjatakan
bahwa orang tua jang bersangkutan adalah orang tua kandung
atau, dalam hal orang tua kandung telah meninggal dunia, orang
tua jang setjara sah telah mengangkat sebagai anak-angkat
pegawai jang bersangkutan.

Pasal 21 s/d pasal 22.
Tjukup djelas.
Pasal 23.

Ketentuan pada pasal ini merupakan salah satu usaha untuk
memperlantjar penjelesaian pemberian pensiun.

Pasal 24 s/d pasal 27.
Tjukup djelas.
Pasal 28.
Pensiun-djanda/duda atau bagian pensiun-djanda jang dibe-
rikan kepada djanda/duda menurut ketentuan ajat (1) pasal 28
tidak dibatalkan djika djanda/duda masih mempunjai anak.

Pasal 29.

Ajat (1). Huruf b: Jang dimaksud dengan keputusan
pedjabat/badan Negara jang berwe-
nang dalam pasal 29 ajat (1) huruf b,
ialah keputusan Badan Pengadilan
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Negeri jang bersangkutan dan/atau
Keputusan Presiden/ Pemerintah ge-
suai dengan ketentuan dalam pasal 7
ajat (1) huruf e dan f, Undang-undang
Pokok Kepegawaian.
Ajat (2). Dalam hal keputusan pemberian pensiun ditjabut,
termaksud pada ajat (2) pasal ini, maka pensiun jang telah di-
bajarkan harus ditagih kembali.

Pasal 30.
Tjukup djelas.
Pagal 31.
Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi

penerima pensiun terhadap praktek pemberian pindjaman uang
dengan memungut bunga jang tinggi.

Pasal 32.
Tjukup djelas.
Pasal 33.

Hal jang dimaksud pada ajat (2) pasal ini, ialah d.jik'a pegawai
jang bersangkutan, pada waktu diangkat mendpdl pegawal
negeri, mempunjai anak (anak-anak) sedang ibunja telah me-
ninggal dunia atau ditjeraikam.

Ketentuan pada ajat tersebut merupakan penjimpangan dari
pasal 19 ajat (4) huruf a jang menentukan, hahwa anak jang
dapat didaftar untuk hak atas pensiun, adalah hanja anak
(anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) /suami jang terdaftar.

Pasgal 34.

Besarnja pensiun-pegawai sebulan untuk tiap-tiap tahun
masga-kerdja telah dipertinggi dari 1,6% menurut peraturan
lama mendjadi 2,5% menurut pasal 11 ajat (1) Undang-undang

Begitu pula minimum pensiun-pegawai jang menurut per-
aturan lama berdjumlah 50% telah ditetapkan dalam Undang-
undang ini mendjadi 75%.

Ini berarti, bahwa besarnja pensiun-pegawai dan maksimum
pensiun-pegawai menurut Undang-undang telah dipertinggl
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dengan.150% djika dibandingkan dengan besarnja pensiun-
f)egawaa dan maksimum pensiun-pegawai menurut peraturan
ama.

Oleh karena itu maka pensiun-pegawai jang ditetapkan ber-
dasarkan peraturan lama dipandang perlu dinaikkan besarnja
dengan 150%.

Kenaikan sebesar 150% bagi pensiun-pegawai termaksud
diatas sudah selajaknja diberikan pula bagi pensiun-djanda dan
tundjangan anak-jatim/piatu jang ditetapkan menurut per-
aturan lama.

"Dalam rangka pembentukan Dana Pensiun termaksud pasal
2 huruf o, dan apabila keadaan keuangan Negara mengizinkan
maka dengan Peraturan Pemerintah dapat ditentukan prosen-
tase-prosentase jang lebih tinggi dari jang ditentukan dalam
pasal inl.

Pasal 35.

Tjukup djelas.
(Termasuk Lembaram-Negara tahun 1969 No. 42).
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TAMBAHAN

LEMBARAN-NEGARA R.L

PROPINSI OTCNOM. KABUPATEN-KABUPATEN
OTONOM. IRTAN BARAT. PEMBENTUKAN. Pen-
djelasan atas Undang-undang No. 12 tahun 1969
tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat
dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian
Barat.

No. 2907.

PENDJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 12 TAIIUN 1969

tentang

PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN
KABUPATEN-KABUPATEN OTONOM DI
PROPINSI IRIAN BARAT.

I. UMUM:

1. Sedjak Proklamasi Kemerdckaan tanggal 17 Agustus
1945 wilajah Irian Barat adalah merupakan bagian wilajah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun dalam kenja-
taannja wilajah tersebut pada waktu itu masih diduduki oleh
Belanda.

Berhubung dengan itu untuk kepentingan pemerintahan di-
daerah tersebut, dengan Undang-undang No. 15 tahun 1956 jo
Undang-undang No. 23 tahun 1958 telah dibentuk Propinsi
Irian Barat.

Usaha-usaha pengembalian wilajah Irian Barat melalui per-
djandjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Belanda ternjata tidak membawa hasil, sehingga
mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak dan oleh
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